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BAB I 
PENDAHULUAN 

	
	
	

1.1 Latar	Belakang	
Entitas	nonlaba	adalah	entitas	yang	bergerak	di	bidang	

pelayanan	 sosial	 dan	 tidak	 memiliki	 tujuan	 untuk	 mencari	
keuntungan.	 Sumber	 daya	 entitas	 nonlaba	 diperoleh	 dari	
penyumbang	atau	donatur	yang	tidak	mengharapkan	imbalan.	
Entitas	nonlaba	pada	umumnya	memilih	pemimpin,	pengurus	
atau	penanggungjawab	yang	bersedia	menerima	amanat.		

Seperti	 halnya	 suatu	perusahaan,	 entitas	 nonlaba	 juga	
memerlukan	transparansi	dan	akuntabilitas	dalam	mengelola	
suatu	 dana	 guna	mempertanggungjawabkan	 kinerja	 entitas.	
Pengelolaan	 dana	 entitas	 yang	 umumnya	 dilakukan	 setiap	
bulan	 demi	 memberikan	 sebuah	 informasi	 pemasukan	 dan	
pengeluaran	dana	yang	berada	dalam	entitas.1	Maka	dari	hal	
ini	 peran	 laporan	 keuangan	 sangat	 penting	 bagi	 entitas	
nonlaba,	 karena	 dengan	 laporan	 keuangan	 dapat	 menilai	
pertanggungjawaban	dari	pengurus	atas	tugas,	kewajiban	dan	
kinerja	 yang	 telah	 diamanatkan	 kepadanya.	 Laporan	
Keuangan	 merupakan	 sebuah	 laporan	 yang	 menunjukkan	
kondisi	 keuangan	 entitas	 pada	 suatu	 periode	 akuntansi.2	
Dengan	 adanya	 laporan	 keuangan	 diharapkan	 agar	 para	
pemberi	sumber	daya	mengetahui	bahwa	sumber	daya	yang	
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diberikan	 memang	 digunakan	 dengan	 baik	 oleh	 entitas	
nonlaba.		

Dalam	 perkembangan	 pengelolaan	 keuangan	 entitas	
nonlaba	 maka	 dibutuhkan	 dasar	 atau	 standar	 akuntansi	
keuangan	 yang	 jelas	 sebagai	 panduan	 dalam	 pelaporan	
keuangan.	 Seiring	 berkembangnya	waktu	 standar	 akuntansi	
keuangan	 tentang	 pelaporan	 keuangan	 organisasi	 nonlaba	
mengalami	perubahan.	Dimulai	pada	tahun	1997	PSAK	No.	45	
tentang	 Pelaporan	 Keuangan	 Organisasi	 Nirlaba,	 kemudian	
PSAK	 No.	 45	 pada	 tahun	 2011	 direvisi.	 Lalu	 PSAK	 No.	 45	
tentang	Pelaporan	Keuangan	Organisasi	Nirlaba	telah	dicabut,	
dan	digantikan	oleh	ISAK	No.	35.		Pada	tahun	2019	dilakukan	
pengesahan	 ISAK	 No.	 35	 oleh	 Dewan	 Standar	 Akuntansi	
Keuangan	Ikatan	Akuntansi	Indonesia	(DSAK	IAI).	ISAK	No.	35	
berisi	 tentang	 Penyajian	 Laporan	 Keuangan	 Entitas	
Berorientasi	 Nonlaba	 yang	 mulai	 berlaku	 efektif	 untuk	
periode	tahun	buku	yang	dimulai	pada	tanggal	1	Januari	2020.	
ISAK	 No.	 35	 yang	 diterbitkan	 oleh	 DSAK	 IAI	 merupakan	
interpretasi	 dari	 PSAK	 1:	 Penyajian	 Laporan	 Keuangan	
paragraf	 05	 yang	 memberikan	 contoh	 bagaimana	 entitas	
berorientasi	nonlaba	membuat	penyesuaian	baik:		
(i) penyesuaian	 deskripsi	 yang	 digunakan	 untuk	 pos-pos	

tertentu	dalam	laporan	keuangan;	dan		
(ii) penyesuaian	 deskripsi	 yang	 digunakan	 untuk	 laporan	

keuangan	itu	sendiri.	
Laporan	yang	harus	disajikan	oleh	organisasi	nonlaba	terdiri	
dari:	 Laporan	 Posisi	 Keuangan,	 Laporan	 Penghasilan	
Komprehensif,	 Laporan	Perubahan	Aset	Neto,	 Laporan	Arus	
Kas,	Catatan	Atas	Laporan	Keuangan.	

ISAK	 No.	 35	 tidak	 menjelaskan	 kriteria	 entitas	 atau	
organisasi	 yang	 berorientasi	 nonlaba,	 karena	 tidak	 terdapat	
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ketentuan	 serta	 ruang	 lingkup	 pada	 entitas	 atau	 organisasi	
nonlaba.	 Dalam	 ISAK	No.	 35	 sebuah	 entitas	 atau	 organisasi	
diberi	 kebebasan	 untuk	 menilai	 apakah	 beroperasi	 sebagai	
nonlaba	atau	tidak.	Salah	satu	entitas	atau	organisasi	sektor	
publik	 yang	 tergolong	nonlaba	adalah	masjid,	 karena	dalam	
menjalankan	aktivitasnya	dana	yang	diperoleh	masjid	berasal	
dari	 masyarakat	 secara	 sukarela	 dan	 akan	 kembali	 dalam	
bentuk	pelayanan	pada	masyarakat	umum.	Maka	pengelolaan	
laporan	keuangan	masjid	yang	baik	sangat	dibutuhkan,	selain	
sebagai	transparansi	untuk	donatur	tetapi	juga	untuk	menjaga	
kelangsungan	 pengoperasian	 masjid	 serta	 kemakmuran	
masjid.	

Munculnya	 peraturan	 baru	 ini,	 terasa	 sulit	 untuk	
diterapkan	 oleh	 entitas	 nonlaba,	 karena	 perkembangan	
masjid	secara	umum	dalam	kepengurusannya	identik	dengan	
seorang	 Imam,	 muadzin,	 khatib,	 dan	 pengurus	 lain	 yang	
disebut	ta’mir	masjid.	Ta’mir	masjid	biasanya	adalah	sesepuh	
dan	tidak	memiliki	latar	belakang	keilmuan	yang	cukup	untuk	
mengelola	 sebuah	 laporan	 keuangan	 masjid	 secara	
profesional,	 serta	 masih	 banyak	 entitas	 nonlaba	 yang	 tidak	
memiliki	 latar	 belakang	 ilmu	 akuntansi	 atau	 masih	 belum	
banyak	 yang	mengetahui	 tentang	 peraturan	 baru	 tersebut.3	
Beberapa	masjid	pencatatan	keuangannya	masih	berupa	kas	
masuk	dan	kas	keluar	yang	hanya	dicatat	pada	papan	umum	
masjid.	Dari	permasalahan	tersebut,	maka	penulis	membuat	
rancangan	 laporan	 keuangan	 entitas	 nonlaba	 sesuai	 dengan	
standar	 yang	 berlaku	 saat	 ini,	 yaitu	 ISAK	 No.	 35.	 Hal	 ini	
dilakukan	agar	laporan	keuangan	masjid	yang	dihasilkan	lebih	
baik	dan	sesuai	dengan	standar	akuntansi	yang	berlaku	saat	
ini.	 Penulis	 menjadikan	 permasalahan	 ini	 sebagai	 ide	

 
3	Pipit	Rosita	Andarsari,	“Laporan	Keuangan	Organisasi	Nirlaba	(Lembaga	

Masjid),	Jurnal	Ekonomi	Universitas	Kadiri,	Vol.	1	No.	2	(2016),	hlm.	143—152		
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pembuatan	buku	dengan	mengambil	objek	Masjid	Agung	Al-
Munawwar	 Tulungagung	 sebagai	 tempat	 penelitian	 dengan	
buku	yang	berjudul	“Akuntansi	Masjid	Berdasarkan	ISAK	35”.	

1.2 Fokus	dan	Tujuan	
Fokus	penulisan	pada	buku	ini	yaitu	tentang	bagaimana	

sejarah	 serta	 penjelasan	 tentang	 akuntansi	 peribadatan,	
bagaimana	 ruang	 lingkup	 dalam	 akuntansi	 masjid	
berdasarkan	 ISAK	 35,	 bagaimana	 gambaran	 umum	 Masjid	
Agung	 Al-Munawwar	 Tulungagung,	 bagaimana	 siklus	
akuntansi	Masjid	Agung	Al-Munawwar	Tulungagung.	

Tujuan	 penulisan	 untuk	 mengetahui	 sejarah	 serta	
penjelasan	tentang	akuntansi	peribadatan,	untuk	mengetahui	
ruang	lingkup	dalam	akuntansi	masjid	berdasarkan	ISAK	35,	
untuk	 mengetahui	 gambaran	 umum	 Masjid	 Agung	 Al-
Munawwar	Tulungagung,	untuk	mengetahui	siklus	akuntansi	
Masjid	Agung	Al-Munawwar	Tulungagung	berdasarkan	ISAK	
35.	

1.3 Manfaat	dan	Sistematika	Penulisan	
Tidak	 jauh	 berbeda	 dengan	 perusahaan,	 transparansi	

dan	 akuntabilitas	 diperlukan	 dalam	 organisasi	 nonlaba	
(masjid	 khususnya).	 Di	 masjid,	 akuntansi	 membutuhkan	
informasi	keuangan,	sehingga	peran	laporan	keuangan	sangat	
penting,	 yang	 sedang	digali	 oleh	penulis	 	 buku	 ini.	Buku	 ini	
membantu	 pengelola	 masjid	 untuk	 menyusun	 laporan	
akuntansi	masjid	berdasarkan	standar	akuntansi.	

Sistematika	 penulisan	 pada	 buku	 ini	 yaitu,	 Bab	 1:	
Pendahuluan,	 membahas	 latar	 belakang,	 fokus	 dan	 tujuan	
buku	 ini,	 manfaat	 dan	 sistematika	 penulisan	 buku,	 serta	
keterbaruan	buku.	Bab	2:	Akuntansi	Peribadatan,	memuat	
tentang	sejarah	akuntansi	peribadatan,	pengertian	akuntansi	
peribadatan,	serta	acuan	dasar	penggunaan	akuntansi.	Bab	3:	



	 5	

Akuntansi	Masjid	Berdasarkan	 ISAK	35,	memuat	 tentang	
pengertian	 akuntansi	 masjid;	 pengakuan,	 pengukuran,	 dan	
pelaporan;	 proses	 pencatatan;	 serta	 penerapan	 akuntansi.	
Bab	 4:	 Gambaran	 Umum	 Masjid,	 berisi	 tentang	 sejarah	
berdirinya	 Masjid	 Agung	 Al-Munawwar,	 struktur	
kepengurusan	 masjid,	 urutan	 tugas	 kepengurusan	 masjid,	
data	 pencatatan	 yang	 sudah	 ada.	Bab	5:	 Siklus	Akuntansi,	
berisi	 tentang	 bukti	 transaksi	 sebagai	 dasar	 pencatatan	
akuntansi,	 pembuatan	 jurnal	 untuk	 pencatatan	 data	
keuangan,	 buku	 besar	 sebagai	 pengklasicikasian	 data	
keuangan	 berdasarkan	 akun-akun	 yang	 telah	 dicatat	 pada	
jurnal,	 neraca	 saldo	 untuk	 memastikan	 supaya	 tidak	 ada	
kesalahan	 pencatatan	 pada	 buku	 besar,	 jurnal	 penyesuaian	
untuk	 menyesuaikan	 perkiraan	 agar	 sesuai,	 neraca	 lajur	
sebagai	 peringkasan	 data	 untuk	mempermudah	 pembuatan	
laporan	 keuangan,	 laporan	 keuangan	 merupakan	 penyajian	
berstruktur	dari	posisi	keuangan,	dan	 jurnal	penutup	untuk	
menutup	 akun-akun	 beban.	Bab	 6:	 Pencatatan	 Akuntansi	
Masjid	Berdasarkan	ISAK	35,	berisi	tentang	data	akuntansi,	
transaksi	 akuntansi,	 dan	 pencatatan	 akuntansi.	 Bab	 7:	
Penutup,	 berisi	 tentang	 ringkasan	 hasil	 pembahasan	 serta	
apa	yang	perlu	diambil	dari	isi	buku	oleh	pihak	yang	terkait.	

1.4 Pemecahan	Masalah	
Pemecahan	 masalah	 pada	 penulisan	 buku	 ini	 adalah	

melalui	pengembangan	hasil	pengamatan	kemudian	dikaitkan	
dengan	beberapa	buku	dengan	topik	terkait.	Buku	ini	disusun	
dengan	menggunakan	teknik	studi	pustaka,	dengan	mengkaji	
data	 dari	 buku,	 jurnal	 ilmiah,	 serta	 wawancara	 langsung	
kepada	pengurus	masjid.		

1.5 Keterbaruan		
Keterbaruan	dari	buku	ini	yaitu	pada	standar	akuntansi	

yang	ada.	Sebelum	tahun	2020	entitas	nonlaba	menggunakan	



	6	

standar	PSAK	No.	45	untuk	menyusun	laporan	keuangan,	dan	
per	1	Januari	2020	standar	akuntansi	nonlaba	diubah	menjadi	
ISAK	No.	 35.	 Pada	umumnya	pengelola	masjid	 banyak	 yang	
masih	 awam	dengan	 akuntansi	 nirlaba	 (khususnya	masjid),	
sehingga	penulis	memberikan	penjelasan	umum	penyusunan	
laporan	 dalam	 akuntansi	 masjid	 yang	 tidak	 terlepas	 dari	
standar	 akuntansi	 yang	 ada.	 Penulis	 berharap	 pengelola	
masjid	 dapat	 menggunakannya	 sebagai	 acuan	 dalam	
pencatatan	laporan	keuangan.	 	


